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SINOPSIS

Skripsi ini mengambil judul “Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pelayanan
Publik”. Latar belakang mengambil judul ini didasari dari keinginan penyusun untuk
mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik kepada masyarakat.

Registrasi atau pencatatan penduduk sangat penting dalam upaya menertibkan
administrasi kependudukan dan melihat Desa ponjong sebagai salah satu penyedia
pelayanan publik yang memiliki tugas sebagai pelaksana dari tugas dan kewajiban
pemerintah yaitu itu memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi
kependudukan, dan pemenuhan hak-hak tersebut berupa pelayanan publik berupa
pelayanan publik melalui penertiban dokumen kependudukan seperti KTP, KK, SK, Surat
Tanah, DIl. Maka pelayanan baik menjadi faktor penentu dalam menuju keberhasilan tugas
pemerintah desa sebagai sebagai sebuah lembaga pemerintah yang kesehariannya
berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Namun sampai saat ini
masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat dalam Hal Akuntabilitas pelayanan publik
diantaranya:

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik
pengumpulan data: Wawancara (interview), Dokumentasi, Pengamatan (observasi).
Sedangkan cara penentuan informan dengan metode purposive sampling yaitu sampel
yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu berdasarkan tujuan
penelitian Dengan jumlah informan 8 orang. Untuk menganalisis data kualitatif dilakukan
tahapan berikut: pertama, mencatat yang menghasilkan lapangan, kedua, mengumpulkan
data-data, dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan
umum.

Dari hasil penelitian, penyusun mendiskripsikan sebagai berikut, bahwa tingkat
ketelitian (akurasi) yang ditandai dengan atau daya tanggap terhadap keluhan masyarakat
dalam kesalahan penulisan nama yang sering terjadi dalam pembuatan segala administrasi
didesa masih perlu ditingkatkan lagi karena masih belum dapat memberikan semua
kebutuhan dari masyarakat, jadi pemerintah desa diminta untuk teliti kembali kesalahan
kesalahan dalam penulisan nama sebelum memberikan kepada masyarakat yang
bersangkutan. Profesional Petugas yang ditandai dengan ketersedian sumber daya
pendukung pelayanan untuk mendukung pelayanan administrasi. Untuk itu pemerinta
desa diminta untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan pelayanan sebaik
mungkin kepada masyarakat sehingga dalam proses pelaksanaan pelayanan dapat dinilai
positif oleh masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kelengkapan
sarana dan prasarana yang selama ini belum sepenuhnya mendukung kinerja pegawai.
Tetapi secara umum kondisi sarana yang ada didesa Pojon saat ini masi cukup baik untuk
menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi masyarakat. Kejelasan aturan yang
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ditandai dengan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang ada secara
efektif dan efesien. Pelayanan yang diberikan selamai ini telah berjalan sesuai prosedur
dan mekanisme yang ada sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dan kepuasan
dengan pelayanan yang diberikan dapat terpenuhi. Kedisplinan petugas untuk
akuntabilitas kinerja pelayanan publik dipemerintah desa Ponjong sudah berjalan dengan
baik artinya pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk bekerja dengan
baik, dalam arti memiliki kedisplinan waktu dalam bekerja, baik itu jam masuk Kkerja
maupun pulang kerja, memiliki rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas, motivasi
kerja demi mendukung profesionalitas kerja serta didukung oleh sikap dan perilaku yang
ramah, sopan dan penuh perhatian serta rela dan iklas dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian maka pelayanan public dalam akuntabilitas
pemerintah desa dalam pelayanan public di desa Ponjong, masyarakat tidak memiliki
akses terhadap informasi khususnya berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat,
Dan masyarakat merasa segan berhubungan dengan birokrasi pemerintahan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tingginya tingkat
pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan menuntut profesionalitas dari aparat
pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Dalam hal ini
pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintah terendah, seharusnya dapat memberi
pelayanan yang baik.

Namun pada kenyataan dilapangan, desa masih belum mampu memberi pelayanan
publik dengan baik. Berbagai kendala di alami oleh desa dalam melakukan pelayanan
publik, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya
kelembagaan akibatnya, justru menghambat kreatifitas dan inovasi masyarakat desa
dalam mengelola menjalankan mesin ekonomi didesa sehingga tidak dapat berjalan secara
efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, sehingga
mematikan semangat kemandirian. Desa masih sangat tergantung dari bantuan pemeritah
pusat dan daerah dalam mengurusi segala permasalahan yang ada di wilayahnya.
Pemerintah desa sebagai pionir dalam melaksanakan pelayanan publik ditingkat desa
belum mampu melakukan fungsi dan perannya dengan baik. Kapasitas sumber daya
aparatur pemerintah desa yang masih jauh dari ideal disinyalir menjadi kendala tersendiri

bagi pelaksanaan pelayanan publik di desa.

Pelayanan publik yang di berikan instansi pemerintah (pusat, pemerintah
propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan) kepada masyarakat merupakan
perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah,
fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan Kkinerja
instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan

1



publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah di jangkau oleh

masyarakat.

Pada era otonomi daerah pemerintah dituntut agar memberikan kesejahteraan pada
masyarakat daerah dengan penyedian pelayanan publik yang dibutuhkan. Peningkatan
pelayanan tersebut sangat berarti dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Selama ini masyarakat dapat menilai bahwa kinerja birokrasi
pemerintah desa dirasakan masih kurang baik, pada hal masyarakat juga menginginkan
pelayanan publik yang mengedepankan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, sudah
menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas

kepada masyarakat.

Ada kecenderungan aparat pemerintah desa mempertahankan status quo, sehingga
menimbulkan persepsi masyarakat bahwa berhubungan dengan pemerintah desa
(birokrasi) berarti berhadapan dengan proses yang berbelit belit disamping itu prosedur
yang sulit ditumpangi oleh kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas yang
diperdagangkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Gaya manajemen yang
berorientasi kepada tugas juga membawa pengaruh tidak terpacunya pegawai kepada

hasil dan kualitas pelayanan umum.

Kondisi ini kemudian memunculkan pandangan kritis terhadap kinerja Pemerintah
Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Desa dipandang
kurang aspiratif, kurang responsif, kurang akuntabel, dan pandangan negatif lainnya yang
berujung pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur Pemerintah Desa.
Sementara, masyarakat tidak mungkin menolak keharusan berhubungan dengan

Pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintahan di tingkat paling bawah.



Prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam upaya meningkatkan
pelayanan publik karena aspek tersebut merupakan salah satu pengukuran kinerja instansi
pemerintah di desa. Salah satu pertanggujawaban yang harus diberikan disini adalah
pertanggungjawaban administrasi yaitu memfokuskan pada pertanggungjawaban atas
tugas dan wewenang yang di berikan kepadanya. Akuntabiltas dalam pelayanan publik
lebih menekankan pada kemampuan dari pemerintah atau organisasi untuk memberikan
pelayanan dan memyediakan kebutuhan berupa barang dan jasa yang dapat

dipertanggungjawabkkan.

Pemerintah desa merupakan instansi yang paling dekat dengan masyarakat dan
mengerti persoalan-persoalan diwilayahnya (desa). Sehingga secara langsung pemerintah
dapat menyerap langsung aspirasi masyarakat terutama yang berkenaan dengan pelayanan
publik. Dengan terbukanya ruang-ruang partisipasi masyarakat desa, dan keikutsertaan
masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka pemerintah desa
sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (public service) tidak dengan sendirinya,
tetapi akan didampingi oleh masyarakat dengan partisipasi aktif berupa control sehingga

terciptanya pemerintahan local (desa) yang akuntabel.

Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pelayanan dengan prinsip-prinsip administrasi
yang benar telah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan
kebutuhan. Dengan adanya prosedur yang jelas, maka masyarakat dapat memperoleh
kepastian pelayanan sepanjang mereka telah memenuhi persyratan dan prosedur yang
ada. Terkait dengan prinsip akuntabilitas, Dwiyanto (2002: 54) mengungkapkan bahwa
dalam upaya menerapkan akuntabiltas pelayanan publik yang memadai, maka pemerintah
harus menyusun persyaratan administrasi yang jelas serta menetapkan prosedur pelayanan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Berbicara mengenai pelayanan, sebenarnya sudah menjadi hak dasar bagi
masyarakat baik secara individual maupun kelompok sebagai warga bangsa sehingga
mendapat pelayanan dalam konteks yang wajar adalah hak yang perlu dipenuhi oleh
pemerintah. Sementara aparat birokrasi sebagai personel-personel public servis
mempunyai kewajiban memberikan pelayanan publik secara maksimal baik dalam bentuk
lisan, tulisan, maupun tindakan. Lebih jauh dikatakan oleh Islami (2000: 3) bahwa pada
lingkungan birokrasi di desa yang juga sebagai adminisiator, dan juga mempunyai
karakteristik sebagai pelaksana kebijakan yang telah digariskan oleh superior politiknya,
sementara masyarakat juga mengharapkan para aparat pemerintahnya memberikan

pelayanannya sebaik-baiknya.

Birokrasi pemerintahan desa merupakan instrumen pemerintah yang mempunyai
tanggungjawab pokok dalam pelayanan publik, yakni memuaskan kepentingan publik
atas dasar prinsip efektifitas dan efensiensi dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai

kemanusian tanpa memandang pada strata/derajat seseorang/masyarakat.

Tuntutan terhadap birokrat sering muncul sehubungan dengan kurangnya
perhatian para aparatur birokrasi pemerintah desa dalam proses pelayanan publik. Untuk
memperoleh pelayanan yang sederhana saja pengguna jasa sering dihadapkan pada
kesulitan-kesulitan teknis yang terkadang selalu mengada-ada. Kekesalan pengguna jasa
dapat dimengerti karena untuk membayar saja mereka harus mengantre dalam waktu

yang cukup lama dan prosedurnya sering kali rumit.

Idealnya, Pemerintah Desalah yang memberikan pelayanan pada masyarakat
sesuai kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, Pemerintah Desa belum mampu
menjalankan fungsi tanggungjawabnya sebagai pemerintahan dengan baik. Disamping

karena kualitas dari pemerintah desa sendiri, juga karena tidak semua warga masyarakat



mengetahui kebutuhan dirinya sehingga masyarakat begitu saja percaya kepada aparat
desa. Misalnya dalam urusan pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan yang bersifat
administratif kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, PBB, IMB,
surat kelahiran, surat nikah, surat kematian, sertifikat tanah, mutasi penduduk, surat
pengantar pembuatan SIM kendaraan dan pajak tanah. Hal ini terjadi karena berbagai
faktor, di antaranya adalah: pertama, masyarakat sendiri tidak memiliki akses terhadap
informasi, khususnya berkaitan dengan peran dan fungsi Pemerintah Desa serta program-
programnya. Kedua, masyarakat merasa segan berhubungan dengan birokrasi
pemerintahan karena image yang muncul masih menempatkan Pemerintah Desa sebagai
suatu institusi yang birokratis prosedural. (Dwiyanto 2002: 54)

Berkenaan dengan pemerintah desa yang berfungsi sebagai pemberi pelayanan
kepada masyarakat (public service) dan dituntut untuk bertanggungjawab (akuntable)
dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang

“Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka tulisan ini dapat
dikemukakan sebuah rumusan masalah yakni “Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah

Desa Dalam Pelayanan Publik?”

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam

Pelayanan Publik.

D. Manfaat Penelitian:
1. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai kinerja pelayanan publik

2. Dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
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